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P U T U S A N

Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Sgta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

wirausaha (bengkel mobil), tempat kediaman di Jalan

Sebongko, RT.02, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon,

Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu

rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sebongko,

RT.02, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten

Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya

bertanggal 23 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Sangatta pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 dengan register perkara

Nomor 381/Pdt.G/2019/PA.Sgta telah mengajukan permohonan cerai

talak;.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan

Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;
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Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun

dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim,

baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan

membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan

Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri

maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan

selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka

proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak

perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita

acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua

belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah

menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara

ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan

Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon

menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut

tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan

lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar

telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun

tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui,
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untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat

dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon

tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan

setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam

perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang

perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama

menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya

perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang

berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor

381/Pdt.G/2019/PA.Sgta dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp616000,00 ( enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal

Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019

Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami H.

Ahmad Asy Syafi’i, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
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tersebut dengan dihadiri oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi’i, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Taswir

Perincian biaya :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pendaftaran

Biaya Proses

Biaya Panggilan

PNBP Panggilan

Biaya Redaksi

Biaya Meterai

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

30.000,-

50.000,-

500.000,-

20.000,-

10.000,-

6.000,-

Jumlah Rp. 616.000,-
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